BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasaran pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. BNNK Bandung Barat dalam melaksanakan perannya sesuai dengan seksi
bidang BNNK Bandung Barat, baik bidang Seksi Pencegahan dan
Pemberdayaan = Masyarakat (P2M), Seksi  Rehabilitasi,  Seksi
Pemberantasan. Pelaksanaan tugas dari Pencegahan dilakukan melalui
Desiminasi Informasi dan Direktorat Advokasi. Pelaksanaan tugas dari
Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui 2 (dua) cara, Yyaitu
Pemberdayaan Alternatif dan Peran serta masyarakat. Kegiatan di bidang
rehabilitasi, BNNK Bandung Barat melaksanakan kegiatan rehabilitasi,
pascarehabilitasi dan konseling dengan tujuan membimbing klien untuk
memelihara pemulihannya agar tidak relapse dan mempersipakan diri agar
mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan potensi diri yang
dimilikinya. Seksi Pemberantasan di BNNK Bsndung Barat dalam
melakukan tugas Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika terlebih dahulu melakukan Pemetaan Jaringan
di Tempat/Lokasi Rawan Narkoba. BNN bertugas membuat laporan

tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. BNNK Bandung



Barat atas dasar tersebut juga harus membuat laporan atas pencapaian
yang telah dilakukan.

2. Kendala yang dihadapi BNNK Bandung Barat dalam menangani
permasalahan narkotika yaitu, kurangnya sarana dan prasarana yang
mendukung baik perlengkapan pengolahan data, sumber daya personil dan
pelatihan bagi petugas serta terlambatnya penerimaan petunjuk teknis
kegiatan, kendala yang dihadapi dalam rehabilitasi adalah belum adanya
tempat/klinik untuk pecandu narkotika serta pandangan masyarakat
terhadap korban penyalahgunaan narkotika masih negatif sehingga
pecandu/korban penyalahgunaan narkotika tidak mau melaporkan diri.
Seksi pencegahan memiliki kendala dari segi demografi dan geografi.
Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan adalah minimnya
pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan
penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnnya jumlah PNS yang
belum sesuai dengan DSP yang seharusnya. Strategi untuk mengatasi
masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan pegawai yang ada
melalui rangkap pekerjaan dan mengikutkan PNS yang ada untuk
pelatihan perencanaan.

B. Saran
Saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut:

1. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bandung Barat perlu menaruh

perhatian lebih terhadap sumber daya pekerja di BNNK Bandung Barat



agar dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya. Edukasi mengenai
dampak serta sanksi hukum mengenai penyalahgunaan narkotika kepada
masyarakat pun sebaiknya lebih sering dilakukan agar generasi muda yang
penuh rasa penasaran tidak ingin menyalahgunakan narkotika. BNNK
Bandung Barat juga perlu membuat fasilitas klinik untuk rehabilitasi
korban penyalahgunaan narkotika agar proses rehabilitasi medis maupun
rehabilitasi sosial terpantau langsung.

. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi
tanggung jawab BNN atau instansi pemerintah lainnya, tetapi juga perlu
menjadi perhatian masyarakat agar lebih peduli lagi terhadap generasi
penerus bangsa agar tidak semakin banyak terjadi penyalahgunaan

narkotika.
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